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ABSTRAK 

 

Skripsi yang berjudul, “Analisis Pelaksanaan Pemberhentian Antar Waktu 

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus”, bertujuan 

menyelidiki pelaksanaan pemberhentian antar waktu (PAW) anggota DPRD 

Kabupaten Kudus dan alasan masih ada anggota yang belum melaksanakan sanksi 

PAW. 

Metode pendekatan yang digunakan ialah yuridis sosiologis, yaitu proses 

bekerjanya hukum dalam masyarakat. Metode analisa data bersifat kualitatif 

dengan pendekatan deskriptif analisis. Data diperoleh dari wawancara sebagai 

data primer dan studi kepustakaan sebagai data sekunder. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertama, pelaksanaan PAW anggota 

DPRD Kabupaten Kudus yang meliputi tahap pengumpulan bukti, penyelidikan 

dan pemeriksaan, pertimbangan dan keputusan, sanksi, pemberitahuan dan 

implementasi, terdapat pelanggaran terhadap Pasal 373 huruf g UU No. 13/2019. 

Selain itu, terdapat ketidakseriusan dalam penegakan Pasal 140 Peraturan DPRD 

Kabupaten Kudus No. 1 Tahun 2018 terkait mekanisme pemberhentian antar 

waktu atas Keputusan BK DPRD No. 1/ptsbk IX/2022 kepada kedua anggota 

DPRD Kudus. Hal tersebut dilihat dari adanya kasus anggota DPRD Kabupaten 

Kudus melanggar tata tertib dan kode etik anggota DPRD, namun tidak 

dilaksanakan PAW. Ketidaksesuaian langkah dan peraturan mengindikasikan 

perlunya perbaikan dalam implementasi dan penegakan mekanisme 

pemberhentian serta konsistensi dan transparansi dalam penegakan aturan. Kedua, 

masih ada anggota DPRD Kabupaten Kudus belum melaksanakan sanksi PAW 

dikarenakan beberapa alasan yaitu kendala teknis, ketidaksepakatan partai, 

pemberian kelonggaran, taktik politik, ketidakpatuhan, dan kesulitan 

implementasi. Diperlukan peningkatan kerja sama untuk mengatasi hambatan dan 

memastikan keputusan Badan Kehormatan dilaksanakan sesuai ketentuan.  

 

Kata Kunci: Pelaksanaan, DPRD, Pemberhentian Antar Waktu.  
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ABSTRACT 
 

 

The research with the title, "Analysis of the Implementation of the Interim 

Dismissal of Members of the Kudus Regency Regional People's Representative 

Council", aims to investigate the implementation of the interim dismissal (PAW) 

of Kudus Regency DPRD members and the reasons why there are still members 

who have not implemented the PAW sanctions. 

The approach method used is sociological juridical, namely the process of 

how law works in society. The data analysis method is qualitative with a 

descriptive analysis approach. Data was obtained from interviews as primary 

data and literature study as secondary data. 

The research results show that first, the implementation of the PAW for 

Kudus Regency DPRD members, which includes the stages of collecting evidence, 

investigation and examination, consideration and decision, sanctions, notification 

and implementation, there is a violation of Article 373 letter g of Law no. 

13/2019. Apart from that, there is a lack of seriousness in enforcing Article 140 of 

Kudus Regency DPRD Regulation No. 1 of 2018 regarding the interim dismissal 

mechanism based on BK DPRD Decree No. 1/ptsbk IX/2022 to the two members 

of the Kudus DPRD. This can be seen from the case of Kudus Regency DPRD 

members violating the rules and code of ethics for DPRD members, but PAW was 

not implemented. The incompatibility of steps and regulations indicates the need 

for improvements in the implementation and enforcement of dismissal 

mechanisms as well as consistency and transparency in enforcing regulations. 

Second, there are still members of the Kudus Regency DPRD who have not 

implemented PAW sanctions due to several reasons, namely technical obstacles, 

party disagreements, concessions, political tactics, non-compliance, and 

implementation difficulties. Increased cooperation is needed to overcome 

obstacles and ensure that the Honorary Board's decisions are implemented 

according to the provisions. 

 

Keywords: Implementation, DPRD, Interim Dismissal 
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